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Abstract: Violations of administrative law are a critical issue in Indonesia's legal system, 

affecting justice and legal certainty. This study aims to analyze the effectiveness of erga 

omnes rulings in addressing these violations and strengthening the rule of law in Indonesia. 

Using a qualitative research method with a case study approach, this research explores the 

role of erga omnes rulings in creating legal certainty and providing a deterrent effect on 

violations by public officials. The findings indicate that while erga omnes rulings have 

significant potential to strengthen the legal system and protect citizens' rights, their 

implementation is often hindered by a lack of understanding among law enforcement officials 

and slow bureaucratic processes. The implications of this study suggest the need for 

enhanced legal awareness, strengthened regulations, and collaboration between the 

government and civil society to ensure the effectiveness of erga omnes rulings in 

administrative law. 

 

Keyword: Legal Violations, Administrative Law, Erga Omnes Rulings, Legal Certainty, Rule 

of Law. 

 

Abstrak: Pelanggaran hukum tata usaha negara merupakan isu krusial dalam sistem hukum 

Indonesia yang mempengaruhi keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis efektivitas putusan erga omnes dalam mengatasi pelanggaran tersebut dan 

memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi peran putusan erga omnes 

dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran oleh 

pejabat publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan erga omnes memiliki 

potensi besar dalam memperkuat sistem hukum dan melindungi hak-hak masyarakat, 

implementasinya seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman di kalangan aparat 

penegak hukum dan birokrasi yang lamban. Implikasi penelitian ini mengindikasikan 

perlunya peningkatan pemahaman hukum, penguatan regulasi, dan kolaborasi antara 

pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan efektivitas putusan erga omnes dalam 

hukum tata usaha negara. 
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PENDAHULUAN 

Pelanggaran hukum tata usaha negara merupakan isu yang krusial dalam sistem hukum 

di Indonesia. Hukum tata usaha negara berfungsi untuk mengatur hubungan antara negara 

dan warga negara, serta menjamin kepastian hukum dalam setiap tindakan pemerintah. 

Dalam konteks ini, putusan Erga Omnes menjadi salah satu instrumen penting yang dapat 

digunakan untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Istilah "Erga Omnes" berasal dari bahasa 

Latin yang berarti "terhadap semua orang". Konsep ini mengacu pada kewajiban yang harus 

dipatuhi oleh semua negara, serta putusan yang memiliki efek mengikat bagi semua pihak, 

bukan hanya bagi mereka yang terlibat dalam suatu perkara tertentu (Tanaka, 2021). Dengan 

demikian, putusan Erga Omnes menjadi landasan bagi penegakan hukum yang adil dan 

transparan. 

Putusan Erga Omnes dalam hukum tata usaha negara memiliki peranan yang signifikan 

dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya putusan ini, setiap 

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah dapat ditindaklanjuti secara hukum dan 

memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara. Misalnya, dalam kasus di mana 

pemerintah mengeluarkan keputusan yang merugikan individu atau kelompok, putusan Erga 

Omnes dapat digunakan untuk membatalkan keputusan tersebut dan mengembalikan hak-hak 

yang terlanggar, seperti yang dijelaskan oleh (Nugroho, 2019). Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya putusan Erga Omnes dalam menjaga integritas dan keadilan dalam hukum tata 

usaha negara. Dengan demikian, penerapan prinsip ini akan memperkuat kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah. 

Relevansi putusan Erga Omnes dalam konteks pelanggaran hukum tata usaha negara 

terletak pada kemampuannya untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Dengan adanya 

putusan yang mengikat secara luas, diharapkan akan ada pengurangan pelanggaran yang 

dilakukan oleh pejabat publik. Contoh nyata dapat dilihat dari kasus putusan Mahkamah 

Konstitusi yang membatalkan peraturan daerah yang diskriminatif, di mana dampaknya 

dirasakan oleh seluruh masyarakat yang terdampak, bukan hanya oleh penggugat (Pradana, 

2021). Hal ini menunjukkan bahwa putusan Erga Omnes dapat menjadi alat yang efektif 

dalam menegakkan keadilan dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, 

penerapan prinsip Erga Omnes dalam hukum tata usaha negara bukan hanya bermanfaat bagi 

individu yang terlibat dalam perkara, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. 

Dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, diharapkan bahwa 

implementasi putusan Erga Omnes akan semakin diperkuat. Pemerintah dan lembaga hukum 

perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan dapat 

diimplementasikan secara efektif. Hal ini termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat 

mengenai hak-hak mereka dan mekanisme hukum yang tersedia untuk menegakkan hak 

tersebut. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan putusan 

hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut (Ningrum et al., 2022). Dengan 

memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum mereka, masyarakat dapat 

lebih proaktif dalam menuntut keadilan dan akuntabilitas dari pemerintah. 

Konsep putusan Erga Omnes merujuk pada keputusan hukum yang memiliki efek 

mengikat bagi semua pihak, bukan hanya bagi para pihak yang terlibat dalam perkara 

tersebut. Dalam konteks hukum tata usaha negara, putusan ini menjadi penting karena dapat 

memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintah 

yang melanggar hukum. Putusan Erga Omnes berfungsi sebagai alat untuk memastikan 

bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak hanya berlaku untuk kasus tertentu, 

tetapi juga dapat diterapkan secara luas untuk mencegah pelanggaran hukum di masa depan 
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(Putri & Mahanani, 2022). Dengan demikian, putusan ini berkontribusi pada penguatan 

sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. 

Pentingnya putusan Erga Omnes dalam konteks hukum tata usaha negara terlihat dari 

banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam praktik administrasi publik. Misalnya, keputusan 

pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tindakan 

diskriminatif terhadap kelompok tertentu sering kali menimbulkan ketidakpuasan di 

masyarakat. Dalam hal ini, putusan Erga Omnes dapat berfungsi sebagai sarana untuk 

menegakkan keadilan dan mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan oleh 

pemerintah (Lucifero, 2019). Dengan adanya mekanisme hukum yang jelas, diharapkan 

masyarakat dapat lebih percaya bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan bahwa 

pemerintah akan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. 

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam hukum tata usaha negara adalah 

kurangnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan. Meskipun pengadilan telah 

mengeluarkan putusan yang jelas, tidak jarang pihak pemerintah mengabaikan atau tidak 

melaksanakan putusan tersebut. Hal ini menciptakan siklus pelanggaran hukum yang sulit 

untuk diatasi, dan di sinilah pentingnya penerapan prinsip Erga Omnes untuk memastikan 

bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, terikat oleh keputusan pengadilan. Dengan 

demikian tanpa adanya kepatuhan terhadap putusan hukum, keadilan tidak akan terwujud, 

dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum                    . 

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip-

prinsip hukum dan menegakkan putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. 

Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, 

terdapat peningkatan jumlah kasus yang diajukan ke pengadilan administrasi terkait dengan 

pelanggaran hukum tata usaha negara. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan putusan 

Erga Omnes dalam konteks hukum tata usaha negara menjadi sangat penting. Ini tidak hanya 

akan membantu dalam mengatasi pelanggaran hukum yang sering terjadi, tetapi juga akan 

menguatkan posisi hukum masyarakat dalam menghadapi tindakan sewenang-wenang dari 

pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas putusan 

Erga Omnes dalam mengatasi pelanggaran hukum tata usaha negara. Dengan memahami 

bagaimana putusan ini diterapkan, diharapkan akan ada rekomendasi yang dapat 

meningkatkan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat. 

Dalam penelitian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana putusan Erga 

Omnes dapat diimplementasikan dalam menangani pelanggaran hukum tata usaha negara dan 

sejauh mana efektivitasnya dalam menjamin keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi putusan Erga Omnes dalam konteks 

hukum tata usaha negara dan mengukur dampaknya terhadap pelanggaran hukum yang 

terjadi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang dapat 

meningkatkan efektivitas putusan Erga Omnes dalam konteks hukum tata usaha negara. 

Rekomendasi ini dapat mencakup langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dan 

lembaga hukum untuk memastikan bahwa putusan Erga Omnes dapat diimplementasikan 

secara efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi 

pengembangan hukum tata usaha negara di Indonesia, serta mendorong pemerintah untuk 

lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.  

 

METODE 

Penelitian ini Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus, penelitian ini mengeksplorasi peran putusan erga omnes dalam menciptakan kepastian 

hukum dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran oleh pejabat publik. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kerangka Teoritis dan Empiris 

1. Konsep Putusan Erga Omnes 

Putusan Erga Omnes merujuk pada keputusan hukum yang memiliki efek mengikat 

tidak hanya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, tetapi juga bagi seluruh 

masyarakat atau pihak ketiga. Konsep ini berasal dari istilah Latin yang berarti "terhadap 

semua" dan sering digunakan dalam konteks hukum internasional dan hukum konstitusi. 

Dalam konteks hukum tata usaha negara, putusan Erga Omnes dapat diartikan sebagai 

keputusan yang mengikat semua pihak untuk mematuhi norma hukum yang ditetapkan, 

terlepas dari apakah mereka terlibat langsung dalam proses hukum tersebut atau tidak 

(Putri & Mahanani, 2022). 

Karakteristik utama dari putusan Erga Omnes adalah sifatnya yang universal dan 

inklusif. Ini berarti bahwa keputusan tersebut tidak hanya berlaku bagi para pihak yang 

terlibat dalam litigasi, tetapi juga menciptakan kewajiban bagi semua individu dan 

lembaga untuk mematuhi dan menghormati keputusan tersebut. Sebagai contoh, keputusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa suatu undang-undang 

bertentangan dengan konstitusi dapat memiliki efek Erga Omnes, sehingga semua pihak, 

termasuk pemerintah dan masyarakat, wajib mematuhi keputusan tersebut (Nugroho, 

2019). 

Data menunjukkan bahwa putusan Erga Omnes dapat berkontribusi pada stabilitas 

hukum dan kepastian hukum di masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

(Laritmas et al., 2022), penerapan putusan Erga Omnes dalam konteks hukum tata usaha 

negara dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena 

masyarakat merasa dilindungi oleh keputusan yang mengikat secara luas. Ini juga 

menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya mematuhi norma hukum yang berlaku. 

Dalam membandingkan putusan Erga Omnes dengan putusan inter partes, kita dapat 

melihat perbedaan mendasar dalam cakupan dan efek dari masing-masing jenis putusan. 

Putusan inter partes adalah keputusan yang hanya mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat 

dalam litigasi, tanpa menciptakan kewajiban bagi pihak ketiga. Hal ini berbeda dengan 

putusan Erga Omnes yang memiliki dampak lebih luas dan mengikat bagi semua pihak 

(Pilkov, 2024). 

Sebagai contoh, dalam kasus hukum tata usaha negara, jika seorang individu 

menggugat keputusan pemerintah yang dianggap tidak sah, putusan yang dihasilkan dari 

gugatan tersebut akan bersifat inter partes, hanya mengikat bagi penggugat dan tergugat. 

Namun, jika putusan tersebut dinyatakan Erga Omnes, maka semua tindakan pemerintah 

yang serupa akan dianggap tidak sah dan harus diperbaiki, sehingga memberi dampak 

yang lebih besar terhadap kebijakan publik (Hakim & Rasji, 2019). 

Penerapan putusan Erga Omnes dapat mengurangi jumlah sengketa hukum di masa 

yang akan datang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Schubert & Schmitt, 2020), 

ditemukan bahwa ketika putusan Erga Omnes diterapkan, tingkat kepatuhan terhadap 

keputusan hukum meningkat, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya litigasi di 

masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Erga Omnes tidak hanya berfungsi 

sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan pelanggaran 

hukum. 

Dengan demikian, perbandingan antara putusan Erga Omnes dan putusan inter 

partes menunjukkan bahwa putusan Erga Omnes memiliki potensi yang lebih besar dalam 

menciptakan keadilan sosial dan kepastian hukum. Penerapan prinsip ini dalam hukum 

tata usaha negara dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan 

transparan, di mana semua pihak memiliki kewajiban untuk mematuhi norma hukum yang 

berlaku. 
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2. Hukum Tata Usaha Negara 

Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) adalah cabang hukum yang mengatur tentang 

hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta proses administrasi publik. HTUN 

berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pengambilan 

keputusan oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan, hukum tata usaha negara mencakup semua tindakan 

yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Hal ini 

termasuk dalam pembuatan peraturan, pengambilan keputusan administratif, serta 

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. 

HTUN berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terhadap tindakan pemerintah. 

Melalui mekanisme hukum, warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika 

merasa dirugikan oleh tindakan administratif. Secara keseluruhan, HTUN memiliki peran 

yang sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan 

adanya regulasi yang jelas, diharapkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dapat 

berlangsung secara adil dan transparan, serta mengurangi potensi terjadinya pelanggaran 

hukum. 

Pelanggaran dalam hukum tata usaha negara sering kali terjadi dalam berbagai 

bentuk, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga ketidakpatuhan terhadap prosedur 

hukum. Salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi adalah pengeluaran keputusan 

administratif yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, 

pelanggaran juga dapat terjadi dalam bentuk diskriminasi dalam pelayanan publik. 

Misalnya, warga negara tertentu dapat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan 

publik yang seharusnya mereka terima. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman atau ketidakpatuhan petugas terhadap prinsip-prinsip hukum tata usaha negara 

yang menjamin hak-hak semua warga negara secara setara. 

Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman 

mengenai hukum tata usaha negara di kalangan pejabat publik agar pelanggaran dapat 

diminimalisir. Pelatihan dan sosialisasi yang efektif mengenai prosedur hukum dan hak-

hak warga negara dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mengatasi masalah ini. 

3. Implikasi Hukum Dari Putusan Erga Omnes Terhadap Pelanggaran Hukum Tata Usaha 

Negara 

Putusan Erga Omnes memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelanggaran 

hukum tata usaha negara (HTN). Secara umum, putusan ini mengikat semua pihak dan 

tidak hanya terbatas pada pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam konteks HTN, 

putusan yang bersifat Erga Omnes dapat berfungsi sebagai alat untuk menegakkan 

kepastian hukum dan keadilan. Misalnya, jika suatu keputusan pengadilan administratif 

dinyatakan melanggar hukum, maka putusan tersebut tidak hanya berlaku untuk pihak 

yang terlibat dalam perkara itu, tetapi juga dapat dijadikan preseden bagi kasus-kasus lain 

yang serupa. Hal ini sejalan dengan pandangan (Lucifero, 2019) yang menyatakan bahwa 

putusan Erga Omnes berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan 

bahwa pelanggaran hukum tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. 

Penerapan putusan Erga Omnes dalam konteks HTN dapat dilihat pada contoh 

putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa suatu peraturan perundang-

undangan bertentangan dengan konstitusi dan harus dicabut. Putusan ini tidak hanya 

mengikat pihak yang terlibat, tetapi juga menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan 

masyarakat untuk tidak lagi menerapkan peraturan yang cacat hukum tersebut (Nugroho, 

2019). 

Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan dampak signifikan dari putusan Erga 

Omnes terhadap pelanggaran hukum tata usaha negara. Salah satu contohnya adalah kasus 

yang melibatkan keputusan pemerintah daerah yang dinyatakan melanggar prinsip-prinsip 

hukum tata usaha negara. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa keputusan 
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tersebut tidak hanya salah secara hukum, tetapi juga merugikan kepentingan publik secara 

luas. Akibat dari putusan ini, pemerintah daerah diharuskan untuk merevisi kebijakan yang 

telah dikeluarkan dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. 

Analisis dampak dari putusan Erga Omnes menunjukkan bahwa keputusan tersebut 

tidak hanya mempengaruhi pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan efek jera kepada 

instansi pemerintah lainnya. Dengan adanya putusan yang mengikat, pelanggaran hukum 

tata usaha negara dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan pendapat (Schubert & 

Schmitt, 2020)yang menekankan bahwa putusan Erga Omnes dapat berfungsi sebagai 

pengingat bagi semua pihak untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. 

Dengan demikian, hubungan antara putusan Erga Omnes dan hukum tata usaha 

negara sangatlah erat. Putusan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, 

tetapi juga untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah terulangnya pelanggaran 

di masa depan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan 

hukum, diharapkan bahwa putusan Erga Omnes akan semakin diakui dan diterapkan 

dalam praktik hukum tata usaha negara di Indonesia. 

 

Analisis Efektivitas Putusan Erga Omnes dalam Menyelesaikan Kasus 

Efektivitas putusan Erga Omnes dalam menyelesaikan kasus hukum tata usaha negara 

dapat dilihat dari dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan. Dalam konteks putusan 

Mahkamah Konstitusi, efek Erga Omnes berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan 

keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya putusan tersebut, masyarakat merasa 

dilindungi dan memiliki hak untuk menuntut keadilan atas tindakan pemerintah yang 

melanggar aturan. Namun, efektivitas ini tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan 

muncul, seperti kurangnya pemahaman di kalangan aparatur negara mengenai prinsip Erga 

Omnes dan bagaimana penerapannya dalam kebijakan publik. Analisis lebih lanjut 

menunjukkan bahwa meskipun putusan Erga Omnes memberikan landasan hukum yang kuat, 

implementasinya sering kali terhambat oleh birokrasi yang lamban dan resistensi dari pihak-

pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut (Nugroho, 2019). 

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada 

semua pihak, terutama kepada aparat pemerintah, agar mereka dapat memahami dan 

menerapkan prinsip Erga Omnes secara konsisten. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari 

berbagai pakar hukum yang menyatakan bahwa pemahaman yang baik tentang hukum tata 

usaha negara dan prinsip Erga Omnes adalah kunci untuk menciptakan sistem hukum yang 

adil dan efektif (Kim, 2020). 

Meskipun terdapat tantangan, penerapan putusan Erga Omnes dalam hukum tata usaha 

negara menunjukkan potensi besar untuk memperkuat supremasi hukum dan melindungi hak-

hak masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, seperti peningkatan kapasitas aparatur 

negara dan peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, efektivitas 

putusan ini dapat ditingkatkan lebih lanjut (Pradana, 2021). 

Penerapan putusan Erga Omnes dalam konteks hukum tata usaha negara di Indonesia 

menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya 

pemahaman dan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum mengenai prinsip Erga Omnes 

itu sendiri. Menurut (Putri & Mahanani, 2022), banyak hakim dan pengacara yang masih 

bingung tentang bagaimana menerapkan putusan Erga Omnes dalam praktik. Ini berakibat 

pada ketidaksesuaian dalam penegakan hukum dan seringkali mengakibatkan pelanggaran 

hak-hak individu yang seharusnya dilindungi oleh keputusan tersebut. Di samping itu, sistem 

hukum yang ada tidak selalu mendukung implementasi putusan Erga Omnes secara efektif, 

karena sering kali terdapat tumpang tindih antara hukum nasional dan internasional. 

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari lembaga-

lembaga pemerintah dalam melaksanakan putusan yang bersifat Erga Omnes. Banyak 

keputusan yang seharusnya diimplementasikan oleh pemerintah lokal dan pusat tidak 
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dilaksanakan secara konsisten, menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan 

masyarakat. Hal ini diperparah dengan adanya resistensi dari sejumlah pihak yang merasa 

dirugikan oleh keputusan tersebut. 

Kendala lain yang signifikan adalah perbedaan interpretasi mengenai apa yang 

dimaksud dengan "efek Erga Omnes". Dalam banyak kasus, pengadilan dan pihak-pihak 

terkait memiliki pemahaman yang berbeda mengenai batasan dan implikasi dari putusan 

tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan hukum yang lebih lanjut dan menghambat 

upaya untuk mencapai konsistensi dalam penegakan hukum. Penelitian (Kim, 2020) mencatat 

bahwa di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat kebutuhan mendesak untuk 

merumuskan definisi yang lebih jelas mengenai efek Erga Omnes agar dapat diterapkan 

secara efektif dalam berbagai konteks hukum. 

Perbandingan dengan sistem hukum di negara lain juga menunjukkan bahwa tantangan 

ini bukanlah masalah yang unik bagi Indonesia. Di banyak negara lain, seperti Jerman dan 

Prancis, meskipun mereka memiliki sistem hukum yang lebih mapan, mereka juga 

menghadapi kesulitan dalam menerapkan putusan Erga Omnes. (Schubert & Schmitt, 2020) 

menjelaskan bahwa dalam konteks hukum Jerman, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, 

implementasi putusan Erga Omnes sering kali terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit 

dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi 

Indonesia dalam menerapkan putusan Erga Omnes adalah bagian dari masalah yang lebih 

luas dalam sistem hukum internasional. 

Akhirnya, tantangan dalam hal sumber daya juga menjadi faktor penting yang 

menghambat efektivitas putusan Erga Omnes. Banyak lembaga penegak hukum di Indonesia 

tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan putusan tersebut. Menurut 

laporan dari Lembaga Bantuan Hukum, kekurangan dana, personel, dan pelatihan yang 

memadai menyebabkan banyak keputusan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal 

ini menciptakan sebuah siklus di mana pelanggaran hukum terus berlanjut tanpa adanya 

konsekuensi yang jelas, sehingga merugikan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh 

hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat 

untuk memastikan bahwa putusan Erga Omnes dapat diterapkan secara efektif dan 

memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. 

 

Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas Erga Omnes 

1. Strategi untuk Meningkatkan Penerapan Putusan Erga Omnes 

Penerapan putusan Erga Omnes dalam sistem hukum tata usaha negara di Indonesia 

memerlukan strategi yang terencana dan komprehensif. Salah satu langkah awal yang 

dapat diambil adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan 

aparat penegak hukum, termasuk hakim dan pengacara. Program pelatihan dan workshop 

yang berfokus pada konsep Erga Omnes dan implikasinya dalam keputusan hukum dapat 

membantu meningkatkan pemahaman tersebut. Misalnya, dalam konteks putusan 

Mahkamah Konstitusi, pelatihan yang melibatkan studi kasus nyata dapat memberikan 

wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana putusan tersebut dapat diterapkan 

secara efektif dalam praktik (Putri & Mahanani, 2022). 

Selain itu, perlu adanya regulasi yang lebih jelas mengenai penerapan putusan Erga 

Omnes dalam hukum tata usaha negara. Hal ini termasuk penegasan tentang kewajiban 

instansi pemerintah untuk mematuhi putusan yang memiliki efek Erga Omnes, serta sanksi 

bagi pihak yang tidak mematuhi. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap 

putusan hukum akan meningkat jika ada konsekuensi yang jelas bagi pelanggaran 

(Nugroho, 2019). Oleh karena itu, penguatan regulasi dan sanksi menjadi sangat penting 

dalam meningkatkan efektivitas penerapan putusan Erga Omnes. 
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2. Rencana Aksi untuk Penegakan Hukum yang Lebih Baik 

Rencana aksi yang terstruktur juga diperlukan untuk memastikan penegakan hukum 

yang lebih baik terkait dengan putusan Erga Omnes. Salah satu langkah yang dapat 

diambil adalah pembentukan tim khusus yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi 

implementasi putusan Erga Omnes. Tim ini dapat terdiri dari berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk perwakilan dari lembaga pemerintah, akademisi, dan organisasi 

masyarakat sipil. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan akan tercipta sinergi 

yang lebih baik dalam penegakan hukum (Laritmas et al., 2022). 

Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan pelaporan 

implementasi putusan juga dapat menjadi solusi yang efektif. Sistem pelaporan online 

yang transparan dapat memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran terhadap 

putusan Erga Omnes. Hal ini akan menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi dan 

mendorong instansi pemerintah untuk mematuhi putusan hukum yang telah ditetapkan. 

Contohnya, negara-negara lain seperti Jerman telah menerapkan sistem serupa untuk 

memonitor kepatuhan terhadap putusan hukum (Schubert & Schmitt, 2020). 

Selanjutnya, penting untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga penegak hukum 

dan lembaga pemerintahan dalam mengimplementasikan putusan Erga Omnes. Kerjasama 

yang baik antara berbagai lembaga akan mempercepat proses penegakan hukum dan 

memastikan bahwa semua pihak berkomitmen untuk mematuhi putusan yang telah 

dikeluarkan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hukum tata usaha negara, koordinasi 

yang baik antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan instansi terkait akan mempercepat 

proses penyelesaian sengketa (Hakim & Rasji, 2019). 

3. Penguatan Peran Masyarakat Sipil 

Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas 

putusan Erga Omnes. Edukasi dan kampanye kesadaran hukum di tingkat masyarakat 

dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang hak-hak mereka dan pentingnya 

kepatuhan terhadap putusan hukum. Organisasi non-pemerintah dapat berperan sebagai 

jembatan antara masyarakat dan lembaga penegak hukum, membantu masyarakat untuk 

memahami proses hukum dan cara melaporkan pelanggaran (Ningrum et al., 2022). 

Lebih jauh lagi, masyarakat juga dapat dilibatkan dalam proses pengawasan 

terhadap implementasi putusan Erga Omnes. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, diharapkan akan tercipta tekanan 

sosial yang positif bagi instansi pemerintah untuk mematuhi putusan hukum. Hal ini 

sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, yang 

merupakan fondasi penting bagi negara hukum (Tanaka, 2021). 

4. Peningkatan Kerjasama Internasional 

Dalam konteks pelanggaran hukum tata usaha negara yang bersifat lintas batas, 

peningkatan kerjasama internasional juga menjadi sangat penting. Indonesia dapat 

menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi dan praktik 

terbaik terkait penerapan putusan Erga Omnes. Misalnya, melalui forum internasional atau 

perjanjian bilateral, negara dapat saling berbagi pengalaman dan strategi yang telah 

terbukti efektif dalam penegakan hukum (Kim, 2020). 

Kerjasama ini juga dapat mencakup pelatihan bersama bagi aparat penegak hukum 

dari berbagai negara, sehingga mereka dapat belajar dari pengalaman satu sama lain dalam 

menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum tata usaha negara. Dengan 

demikian, efektivitas putusan Erga Omnes dapat ditingkatkan tidak hanya di tingkat 

nasional, tetapi juga di tingkat internasional. 

5. Evaluasi dan Penelitian Berkelanjutan 

Akhirnya, penting untuk melakukan evaluasi dan penelitian berkelanjutan terkait 

penerapan putusan Erga Omnes. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang apa 

yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam implementasi putusan tersebut. Dengan 
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memiliki data dan statistik yang akurat, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan 

yang lebih baik dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang mendukung penegakan 

hukum (Ferro, 2021). 

Secara keseluruhan, dengan mengimplementasikan strategi yang komprehensif dan 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan efektivitas putusan Erga Omnes 

dalam mengatasi pelanggaran hukum tata usaha negara dapat meningkat secara signifikan. 

Hal ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum di Indonesia, tetapi juga akan 

memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak masyarakat. 

Pemerintah dan lembaga hukum harus berkolaborasi untuk menciptakan sistem 

pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap implementasi putusan Erga Omnes. 

Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan dapat teridentifikasi pelanggaran yang terjadi 

dan langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil. Penelitian oleh (Ceprudin, 2021) 

menunjukkan bahwa sistem pemantauan yang baik dapat meningkatkan compliance 

terhadap putusan pengadilan. 

 

KESIMPULAN 

Putusan Erga Omnes dalam hukum tata usaha negara di Indonesia memiliki peran 

strategis dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan sifatnya yang mengikat 

semua pihak, putusan Erga Omnes memberikan landasan yang kuat untuk menegakkan 

supremasi hukum dan melindungi hak-hak masyarakat. Implementasi putusan ini, meskipun 

penuh dengan tantangan, merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap 

tindakan pemerintah dapat diawasi dan direspons secara hukum yang adil dan transparan. Hal 

ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia. Namun, 

penerapan putusan Erga Omnes masih menghadapi hambatan signifikan, terutama terkait 

dengan kurangnya pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum serta birokrasi yang 

lamban. Kendala ini sering kali mengakibatkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan putusan, 

yang pada gilirannya menghambat upaya untuk menegakkan keadilan dan mencegah 

pelanggaran hukum di masa depan. Oleh karena itu, upaya sistematis diperlukan untuk 

meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat struktur hukum yang ada guna memastikan 

bahwa putusan Erga Omnes dapat diterapkan dengan konsisten dan efektif. 

Keberhasilan implementasi putusan Erga Omnes tidak hanya bergantung pada aspek 

teknis penegakan hukum, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan 

masyarakat sipil. Pendekatan yang holistik dan partisipatif sangat diperlukan untuk mengatasi 

tantangan yang ada dan memastikan bahwa putusan Erga Omnes dapat berfungsi sebagai 

instrumen yang efektif dalam menegakkan hukum tata usaha negara. Dengan demikian, 

penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan strategi hukum yang lebih 

komprehensif dan responsif dalam menghadapi pelanggaran hukum administrasi di 

Indonesia, sekaligus mendorong komitmen yang lebih kuat dari semua pemangku 

kepentingan dalam memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum. 

Untuk meningkatkan efektivitas putusan Erga Omnes dalam hukum tata usaha negara, 

diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi peningkatan pemahaman dan kapasitas 

aparat penegak hukum melalui pelatihan dan sosialisasi yang komprehensif. Selain itu, 

pemerintah perlu memperkuat regulasi dan sanksi untuk memastikan kepatuhan terhadap 

putusan tersebut. Pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang transparan juga harus 

ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kolaborasi antara lembaga 

penegak hukum serta masyarakat sipil. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan putusan 

Erga Omnes dapat diterapkan secara lebih efektif, sehingga memperkuat sistem hukum tata 

usaha negara dan memberikan keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.  
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